PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi pembayaran upa lakka di Kecamtan Hutabargot,
Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan melalui musyawarah keluarga
untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian sesuai kesepakatan
bersama. Upa lakka dapat berupa uang, emas, atau barang tertentu yang
diberikan sebelum akad nikah sebagai bentuk kewajiban adat kepada
kakak yang dilangkahi dan terpisah dari mahar baik di hadapan tokoh
adat maupun secara kekeluargaan. Apabila tidak dibayarkan pada waktu
yang telah disepakati, maka upa lakka dianggap sebagai utang adat yang
tetap harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban membayarnya

2. Tujuan pelaksanaan tradisi pembayaran upa lakka dalam perkawinan di
Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai
wujud rasa hormat adik kepada kakak yang dilangkahi, menumbuhkan
keikhlasan, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua
belah pihak dan sebagai niat dan tanggung jawab dari pengantin. Dengan
dijalankannya adat upa lakka secara baik hubungan keluarga diharapkan
tetap harmonis, saling menghargai, dan terhindar dari konflik.

3. Perspektif ‘urfterhadap tradisi pembayaran upa lakka dalam perkawinan
di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal. termasuk ke
dalam kategori ‘urf '‘amali karena berupa perbuatan atau praktik yang
dilakukan masyarakat, serta termasuk ‘urf khas karena hanya berlaku
pada masyarakat tertentu. Tradisi ini juga tergolong sebagai ‘urf shahih
karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, tidak menjadi
syarat sah perkawinan, dan mengandung kemaslahatan berupa
penghormatan kepada kakak perempuan serta menjaga keharmonisan

hubungan keluarga.
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5.2 Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukann, perlu kiranya penulis
memberikan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan judul
permasalahan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat Mandailing tetap melestarikan tradisi pembayaran
upa Lakka sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai
penghormatan, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Namun
demikian, pelaksanaannya perlu terus disesuaikan dengan kondisi sosial
dan ekonomi masyarakat agar tidak menjadi beban bagi pihak tertentu,
serta tetap menjunjung prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama.

2. Untuk tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna dan
tujuan pelaksanaan upa lakka, sehingga tradisi ini tidak disalahpahami
sebagai kewajiban yang bersifat memaksa. Selain itu, tokoh adat
diharapkan dapat menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat
dalam pelaksanaan adat, agar tetap sejalan dengan nilai keadilan dan
keharmonisan.

3. Bagi calon pengantin beserta keluarga diharapkan dapat mengedepankan
komunikasi dan musyawarah dalam pelaksanaan upa lakka. Kesepakatan
mengenai bentuk dan besaran upa lakka sebaiknya dilakukan secara
terbuka, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan asas
kepatutan, sehingga tidak menimbulkan tekanan atau konflik di kemudian

hari.
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